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BAB1
UMUM

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, bangsa Indonesia telah penuh dengan
pengalaman yang bila dipetik hikmahnya, akan sangat bermanfaat bagi generasi kini dan

datang.

Warisan kulturil yang terhampar megah di berbagai pusat pertumbuhan budaya bangsa
yang mengungkapkan pesan kebesaran Nusantara, adalah petunjuk yang nyata bahwa
Indonesia pernah jaya. Rakyat Indonesia pun pernah merasakan betapa aibnya menjadi
bangsa terjajah, betapa beratnya himpitan kemiskinan dan kepapaan dan betapa pedihnya
dibiarkan terkebelakang dan tenggelam dalam kebodohan.

Batapapun beratnya duka derita akibat penjajahan, namun nilai hakiki yang menopang
kekuatan rohani bangsa Indonesia tidak pernah pudar. Nilai azasi itulah yang melandasi
perjuangan nasional dan merupakan tenaga pendorong yang luar biasa bagi bangkitnya
semangat kepahlawanan bangsa Indonesia merebut kembali kemerdekaan dan memulihkan

kedaulatan.

Menyelusuri kembali pasang surut sejarah bangsa, akan terungkap perjuangan yang tak
kenal lelah dan pengorbanan tanpa pamrih bagi tercapainya keutuhan wilayah negara.
Namun sejarah juga membuktikan, bahwa nilai azasi yang telah memelihara hubungan
bathin rakyat Indonesia sebagai bangsa, menggugah semangat dan mengobarkan
patriotismenya sehingga memenangkan kemerdekaan dan tegaknya hukum dasar yang
merupakan penjabarannya, tidak dilaksanakan secara konsekwen dalam kemurnian makna
dan semangatnya. Terlena dalam kemenangan menyebabkan bangsa Indonesia tenggelam
dalam subyektivisme golongan dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dalam
memecahkan problema nasional. Tercatat pula dalam sejarah bahwa amanat perjuangan
rakyat, cita-cita dan tujuan kemerdekaan, tidak ditanggulangi secara utuh dan menyeluruh.
Sejak pulithnya kedaulatan, pembangunan pernah dua kali menjadi program Pemerintah,
namun tanpa rencana yang dapat dijalankan dan tidak dikaitkan secara serasi dengan

keharusan stabilisasi, terutama stabilisasi ekonomi.
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Usaha penyelamatan yang dimulat dengan berlakunya, kembali UUD 1945 dan didukung
oleh ikhtiar mempersatukan bangsa yang telah berkelompok berkeping-keping itu, dalam
kenyataannya malah berakhir dengan pepgkhianatan G.30.S/PKI dan meluncurnya ekonomi

Indonesia menuju jurang kehancuran.

Oleh sebab itu, sejak Orde Baru menata kembali kehidupan rakyat, bangsa dan negara,
setelah melakukan pengamatan yang cermat terhadap perjalanan sejarah bangsa, Pancasila
dan UUD 1945 telah diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaannya dan kebijaksanaan
dalam berbagai bidang diluruskan agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan.
Digariskan dalam tahun 1966, bahwa stabilitas harus segera dipulihkan dan dimantapkan,
sedangkan pembangunan harus menjadi program nasional dengan pengutamaan pada

pembangunan ekonomi.

Pengalaman sejarah mengajarkan, bahwa tanpa stabilitas maka pembangunan adalah
mustahil. Oleh karena itu, menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan merupakan
bagian penting dari strategi nasional. Namun, karena pembangunan itu sendiri adalah
perubahan menuju kemajuan, maka stabilitas yang harus dibina adalah stabilitas yang
dinamis. Stabilitas yang dinamis hanya dapat diwujudkan, apabila bangsa Indonesia mampu
mengembangkan nilai-nilai yang luhur, mampu melaksanakan azas dan sendi kehidupan
negara yang telah ditetapkan datam Undang-undang Dasar 1945 dan memberi ruang gerak

vang cukup bagi tumbuhnya aspirasi masyarakat.

Tindakan menekan inflasi yang menghantui ekonomi Indonesia sejak tahun lima puluhan
beberapa kali dilakukan, namun tanpa usaha yang nyata untuk memecahkan masalah yang

menjadi sumber penyebabnya.

Baru semenjak lahimya Orde Baru, telah diambil kebijaksanaan anti inflasi yang bersifat
integral dan menyeluruh, sehingga Baru untuk pertama kalinya semenjak kemerdekaan,
Indonesia mengalami ketenangan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ketenangan ini
ternyata telah merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Tetapi ketenangan ini, mulai
tahun 1972/1973 telah mengalami gangguan-gangguan yang mencemaskan, vang apabila
tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan dapat menimbulkan ketidak stabilan yang

mengganggu pembangunan ekonomi. Memasuki tahun 1976/1977, masalah inflasi ini tetap
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merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah dengan lebih tekun lagi. Oleh

sebab itu penelaahan terhadap perkembangan harga secara mendalam adalah bermanfaat.

Penelitian terhadap perkembangan harga (indeks harga 62 macam barang dan jasa)
mengungkapkan bahwa dalam tahun 1972/1973, laju inflas: telah meningkat menjadi 20,79
persen. Dalam tahun 1973/1974 bahkan meningkat lagi menjadi 47,35 persen. Ini berarti
suatu kenaikan lebih dari dua kali bila dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga dalam
tahun 1972/1973. Meskipun kemudian telah diambil tindakan anti inflasi, namun dalam
tahun 1974/1975, inflasi Baru dapat diturunkan menjadi 20,10 persen. Dalam tahun 1975

sampai dengan bulan Oktober, inflasi masih menunjukkan angka sebesar 13 ,83 persen.

Inflasi yang telah meningkat dengan cepat itu, jelas dapat membahayakan perkembangan
berbagai bidang kegiatan, terutama kelanjutan perkembangan REPELITA II, sechingga usaha

untuk mengatasinya adalah suatu keharusan.

Usaha yang tekun serta erat berpegang pada peraturan dan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan, perlu dilaksanakan secara terus menerus. Namun kestabilan adalah endapan
seketika darisuatu perkembangan yang pada dirinya tidak terlepas dari berbagai pengaruh
baik intern maupun yang berasal dari luar negeri. Jelasnya, kebijaksanaan stabilisasi adalah
suatu usaha yang harus dilakukan tanpa terpukau oleh tingkat kestabilan vang telah dicapai.
Hal in1 disebabkan karena kestabilan yang telah dicapai itu, sewaktu-waktu dapat terganggu

kembali oleh berbagai sebab baik yang berasal dari dalam maupun dan luar negen.

Oleh sebab itu, dikala Indonesia dilanda oleh musim kemarau yang panjang menjelang
akhir 1972 stabilisasi ckonomi vyang telah menggairahkan produksi serta pertumbuhan
pembangunan mulai goyah. Perkembangan harga yang menyolok ini bukan saja diakibatkan
oleh musim kemarau yang panjang melainkan dan bahkan terutama disebabkan oleh
pelbagai kegoncangan yang terjadi di dunia internasional. Ketidak stabilan moneter
internasional yang telah mulai tampak dalam tahun 1971 diikuti oleh krisis bahan pangan
menjelang akhir tahun 1972. Kegoncangan int antara lain mengakibatkan meningkatnya laju
inflasi di negaranegara industri yang didorong-tingkatkan lagi oleh krisis enersi, khususnya
minyak. Sekedar gambaran dapat kiranya diketengahkan, bahwa pada tahun 1972 negara-

negara industri mengalami tingkat inflasi rata-rata scbesar 4,8 persen. Setahun kemudian

tingkat inflasi tersebut naik menjadi 7,0 persen dan terus meningkat rata-rata menjadi 13,0
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persen dalam tahun 1974, bahkan ada beberapa negara industri yang mencapai sekitar 20
sampai dengan 25 persen. Sementara itu, negara-negara berkembang pada umumnya
mengalami inflasi yang lebih tinggi lagi yaitu rata-rata sekitar 30,0 persen dalam tahun 1974,
Inflasi tersebut telah menjalar dari satu negara ke negara lain termasuk Indonesia melalui

proses perdagangan internasional.

Dengan meningkatnya harga barang ekspor di pasaran internasional terutama dalam
tahun 1973, seperti karet sebesar 130 persen, kopra sebesar 317 persen minyak kelapa sawit
schesar 128 persen, timah sebesar 72 persen dan sebagainya, maka harga barang-barang
tersebut didalam negeri pun turut meningkat. Harga barang-barang yang dihasilkan dengan
barang-barang tersebut seperti sabun, minyak goreng dan lain-lain juga ikut meningkat.
Demikian pula dengan kenaikan harga barang-barang vang diimpor dari luar negeri seperti
semen, besi beton, pupuk dan sebagainya jelas mempengaruhi kenaikan harga di dalam

negeri,

Di dalam acuan ini secara tidak langsung yaitu melalui kenaikan jumlah vang beredar,
ketidak stabilan ekonomi internasional tersebut telah pula menambah laju tingkat kenaikan
harga di dalam negeri. Dengan meningkatnya penerimaan devisa terutama sebagai akibat
meningkatnya nilai ekspor, maka terjadi pertambahan permintaan dalam negeti vang

mendorong harga-harga ke atas.

Selama tahun 1972/1973 dan 1973/1974 vang beredar juga tdah bertambah dengan deras
masing-masing sebesar Rp 170,0 milyar (47,2 persen) dan Rp 254,0 milyar (47,9 persen).
Meningkatnya jumlah vang beredar dalam kedua tahun tersebut antara lain disebabkan
karena meningkatnya kredit perbankan. Dalam kedua tahun tersebut kredit perbankan dalam
rupiah meningkat masing-masing sebesar 31,0 persen dan 58,9 persen. Pada gilirannya

tambahan jumlah uang beredar ini relah ikut mendorong kenaikan harga di dalam negeri.

Untuk mengatasi gejala inflasi vang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, Pemerintah

telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengendalikan perkembangannya.

Di bidang moneter dan perkreditan telah dinaikkan suku bunga deposito berjangka dan
diciptakan deposito berjangka yang baru untuk menyedot pertambahan uang beredar

terutama dari sektor yang bersifat spekulatip. Untuk mengurangi pertambahan kredit
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perbankan, Pemerintah secara selektip telah menaikkan suku bunga pinjaman bagi usaha-
usaha yang kurang mendapatkan prioritas ditinjau dari sudut pembangunan. Selanjutnya
untuk menertibkan pemasukan modal dari luar negeri, maka bagi lembaga-lembaga
keuangan bukan bank dan perusahaan swasta, dikenakan simpanan wajib tanpa bunga pada
Bank Indonesia sebesar 30 persen dari modal tersebut. Usaha telah pula dilakukan untuk
melancarkan arus barang terutama dari pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk, serta
mengawasi kalkulasi harga pokok dari perusahaan-perusahaan negara dan swasta. Sementara
itu, untuk menjamin tersedianya barang-barang penting seperti benang tenun, semen, besi
heron dan sebagainya dilakukan penyediaan barang-barang dalam rangka stock nasional.
Disamping itu dibidang APBN, kcharusan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran negara semakin penting memegang peranan.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan 9 April 1974 itu, laju inflasi seperti yang tercermin
dalam perkembangan indeks 62 macam barang dan jasa telah menurun dari 47,35 persen
dalam tahun 1973/1974 menjadt 20,10 persen dalam tahun 1974/1975. Penurunan tingkat
inflasi dalam tahun 1974/1975 ini antara lain sejalan dengan penurunan tingkat pertambahan

jumlah vang yang beredar, yaitu sebesar 30,8 persen.

Sejenak mengikuti perkembangan ekonomi dunia dan moneter internasional akan
bermanfaat bagi kejelasan pengertian, betapa usaha untuk memantapkan kestabilan ekonomi

Indonesia bukanlah tugas yang ringan.

Dalam tahun 1974 berbagai negara, terutama beberapa negara industri telah
melaksanakan kebijaksanaan anti inflasi yang mendapatkan manifestasinya dalam bentuk
pemotongan pengeluaran negara, menaikkan suku bunga untuk mengurangi ekspansi kredit,
membendung pemasukan arus modal dan sebagainya. Tindakan yang belum lagi berhasil
meredakan ketegangan inflasi dunia itu, telah menimbulkan gejala stagnasi dengan segala
akibatnya seperti menurunnya pendapatan nasional, bertambahnya pengangguran di berbagai

negara serta kemerosotan produksi riil.

Resesi yang telah terjadi di negara-negara industri sejak awal tahun 1974 telah
menmimbulkan kelesuan kegiatan ekonomi. Di Amerika Serikat dan Jepang kapasitas
ekonomi yang tak terpakai adalah sebesar 12 dan 14 persen. Di Kanada, Terman Barat dan

Italia sckitar 8 persen dan di Perancis kira-kira 5 persen. Pertumbuhan produksi riil di
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negara-negara industri telah meningkat dati 5,7 persen pada tahun 1972 menjadi 6,2 persen
pada tahun 1973. Akan tetapi pada tahun 1974 justru mengalami penurunan yang tajam yaitu

menjadi negatip 0,2 persen.

Dalam tahun 1974 tersebut Jepang mengalami penurunan produkst riil menjadi negatip
1.8 persen Amerika Serikat negatip 2,1 persen dan Jerman Barat menjadi 0,4 persen.
Perubahan ini sangat betlawanan dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi dalam periode
1960-1970 dengan rata-rata sebesar 4,8 persen. Dalam periode tersebut prbduksi Amerika
Serikat naik menjadi 4,0 persen, Jepang 11,2 persen dan Jerman Barat 4,9 persen.
Kemunduran kegiatan ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 1973 dan masih berlangsung
hingga pertengahan pertama tahun 1975 ini, mempunyai pengaruh yang besar terhadap
perdagangan luar negeri. Perkembangan volume perdagangan dunia pada tahun 1974 hanya
meningkat 5 persen dibandingkan dengan 13 persen pada tahun 1973. Sedangkan dalam

periode tahun 1960-1970 rata-rata tingkat kenaikan perdagangan dunia adalah 8,5 persen.

Kelesuan dalam perdagangan internasional terasa pula di Indonesia sebagaimana
tercermin dalam perkembangan neraca pembayaran tahun 1974/1975 dan 1975/1976. Dalam
tahun 1972/1973 jumlah ekspor tanpa minyak adalah sebesar US § 974 juta. Dalam tahun
197371974 jumlah ekspor ini meningkat dengan tajamsekali, yaitu menJadi US $ 1.905 juta.
Tetapi dalam tahun 1974/1975 ekspor tersebut hanya mencapai US § 2.033 juta. Peningkatan
ekspor tahun 1974/1975 yang hanya 6,7 persen itu adalah amat kecil bila dibanding dengan
kenaikan 95,6 persen yang dicapai dalam tahun 1973/1974. Keadaan ekspor dalam tahun
1975/1976 tampaknya masih akan menunjukkan perkembangan yang mendatar, satu dan lain
sebagai akibat dari kelesuan yang terjadi di negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan ekspor tanpa minyak yang dalam semester [ - 1975/1976 hanya berjumlah US
$ 937 juta, suatu jumlah yang 20,0 persen lebih kecil dari ekspor tanpa minyak tahun
197471975 dalam periode yang sama yang beqjumlah US § 1.171 juta.

Kenyataan ini erat hubungannya dengan perkembangan harga beberapa jenis barang
ekspor seperti kafer, kayu, kopra, minyak dan biji sawit dan sebagainya vang telah

mengalami penurunan sgjak awal tahun 1974/1975.

Sejak bulan Juli 1975 harga beberapa jenis komoditi ekspor yang tadinya turun, kini

mulai menampakkan sedikit perbaikan. Dengan berbagai usaha dan kebijaksanaan
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diharapKan hasil dari ekspor tanpa minyak dalam tahun 1975/1976 akan mencapai jumlah
US $ 1.971 juta.

Kebijaksanaan stabilisasi yang terus menerus dilakukan juga memegang peranan penting
didalam meningkatkan daya saing barang-barang ekspor Indonesia di pasar internasional.
Dengan lain perkataan, perlu diusahakan agar tingkat inflasi Indonesia berada lebih rendah
dari tingkat inflasi negara-negara yang mengekspor barang yang sama. Dengan demikian
biaya produksi barang-barang ekspor Indonesia akan lebih rendah dari negara pengekspor

lainnya, schingga dapat bersaing di pasar internasional.

Pelaksanaan APBN 1976/1977 tidak terlepas dari berbagai perkembangan tersebut diatas.
Sejak permulaan REPELITA 1 sampai dengan tahun 1974/1975, penerimaan negara (elah
meningkat dengan cepat. Dalam tahun 1972/1973 dan 1973/1974 misalnya penerimaan
dalam negeri telah meningkat masing-masing dengan 38,0 persen dan 63 ,9persen. Malahan
dalam tahun 1974/ 1975, penerimaan dalam negeri telah meningkat dengan lebih dari 81
persen. Perkembangan yang pesat dari penerimaan dalam negeri dalam tahun 1974/1975
terutama disebabkan karena meningkatnya penerimaan sektor minyak dengan lebih dari 150
persen, sedangkan penerimaan non-minyak bertambah dengan 36,0 persen. Berdasarkan
hasil pelaksanaan APBN sclama semester I - 1975/1976, maka perkembangan penerimaan
dalam negeri dalam tahun 1976/1977 direncanakan hanya meningkat dengan 12,3 persen
dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertambahan penerimaan dalam negeri
yang tidak besar ini erat hubungannya dengan penerimaan dari sektor minyak yang jauh
lebih rendah dari tahun yang lalu yaitu yang diperkirakan hanya meningkat sebesar 11,0
persen. Hal ini disebabkan karena dalam tahun 1976/1977 diperkirakan tidak akan terjadi
lagi kenaikan harga minyak ekspor yang substansiil. Sebagai gambaran dapat ditunjukkan
bahwa harga ekspor minyak yang hanya sebesar US § 2,96 per barrel dalam tahun 1973 telah
meningkatmenjadi US § 10,80 pada tanggal | Januvari 1974 dan selanjutnya meningkat lagi
menjadi US § 12,60 per barrel pada bulan Juli 1974. Dalam tahun 1976/1977 harga minyak
diperkirakan tidak melampaui US $ 12,80 per barrel, schingga persentase kenaikannya
hampir tidak berarti. Mengingat pentingnya pendapatan negara vang berasal dari sektor
minyak maka dalam rangka pengamanan penerimaan minyak telah dikeluarkan Instruksi
Presiden R.I. No. 12 tahun 1975 tentang keharusan penyetoran langsung hasil minyak

kepada negara.
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Sementara itu, dengan iklim fiskal yang bertambah baik seperti yang telah dirintis sejak
REPELITA 1, penerimaan sektor perpajakan diusahakan agar terus meningkat. Sebagai salah
satu alat kebijaksanaan fiskal, sasaran dibidang perpajakan tetap diarahkan untuk
memobilisir dana, menciptakan pembagian beban pajak dan penghasilan yang lebih merata
serta memperluas kesempatan kerja. Disamping itu kebijaksariaan perpajakanjuga diarahkan
untuk mendorong tabungan masyarakat, mendorong kegiatan investasi dan mempengaruhi
arab penggunaan. nya. Di luar minyak, penerimaan dalam negeri dalam tahun 1976/1977
diperkirakan akan mencapai Rp 1.129,0 milyar atau meningkat sekitar 14,4 persen dari

penerimaan dalam tahun 1975/1976.

Dalam rencana penerimaan tersebut pajak langsung diperkirakan akan meningkat sebesar
30,0 persen, sedangkan pajak tidak langsung akan bertambah sebesar 7,1 persen. Dengan
ikhtiar yang terus-menerus, diusahakan agar perkembangan penerimaan pajak langsung terus
meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu, berbagai kebijaksanaan telah dilakukan untuk
tercapainya penertiban dan perbaikan sistim pemungutan pajak, meningkatkan arti penting
dari kelengkapan dan kejelasan administrasi sebagai pegangan yang obyektip, baik bagi
wajib pajak maupun bagi petugas pajak. Disamping itu, ditetapkannya kebijaksanaan tarip
bertujuan untuk mendorong berbagai kegiatan serta merangsang usaha penanaman modal

vang sangat diperlukan bagi perkembangan pembangunan.

Kebijaksanaan tersebut telah memungkinkan perkembangan usaha di bidang penanaman
modal, sehingga semakin terbukalah kemungkinan pengolahan kekayaan alam potensiil yang
berlimpah menjadi bermanfaat bagi rakyat dan negara dan akan memungkinkan peningkatan

penerimaan negara dimasa mendatang,.

Sebagaimana diketahui, perkembangan pengeluaran rutin ditentukan oleh besarnya
penerimaan yang berasal dari pajak langsung termasuk pajak perseroan minyak, pajak tidak
langsung dan sebagainya. Sejenak diteliti akan memperlihatkan, bahwa perkembangannya
dalam tahun-tahun yang lalu menampakkan tingkat kenaikan yang cukup tinggi. Bila dalam
tahun 1969/1970 jumlah pengeluaran rutin adalah sebesar Rp 216,5 milyar, maka dalam
tahun 71971/1914 pengeluaran terscbut 1:elah meningkat dengan 21 persen. Dalam tahun-
tahun 1973/1974 dan 1974/1975 anggaran rutin telah meningkat dengan rata-rata lebih dari
43 persen. Dalam tahun 1975/1976 pengeluaran terscbut mencapai Rp 1.466,3 milyar /tahun

telah meningkat dengan tidak kurang dari 44 persen. Meningkatnya pengeluaran seperti yang
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telah diketengahkan, telah niemungkinkan Pemerintah untuk secara bertahap memperbaiki
kesejahteraan pegawai negeri/ABRI dengan jalan menaikkan tingkat gaji/pensiun,
meningkatkan mutu dan jumlah perlengkapanPemerintah, meningkatkan biaya pemeliharaan
hasil-hasil pembangunan dan sebagainya. Demikian pula pengeluaran untuk subsidi daerah

otonom terus ditingkatkan.

Kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang telah dapat dilakukan tanpa
memberatkan bidang lainnya. Namun dalam tahun 1976/1977 perkembangan pengeluaran
ruiin menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pengeluaran

rutin untuk tahun 1976/1977 direncanakan meningkat dengan 9,1 persen.

Usaha untuk memperbaiki penghasilan pegawai negeri tetap mendapat perhatian dalam
batas-batas tertentu. Direncanakan akan diadakan perbaikan gaji secara menyeluruh dalam

rangka perubahan sistimatika gaji yang lebih baik.

Peningkatan yang terbesar terjadi pada pembayaran kembali bunga dan cicilan hutang
luar negeri. Bila dibandingkan dengan tahun 1975/1976, maka jumlah pembayaran bunga
dan cicilan yang direncanakan dalam tahun 1976/1977 meningkat lebih dari 140 persen.

Dalam tahun 1976/1977 jumlah pengeluaran rutin yang disediakan untuk subsidi pangan
adalah lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dana yang perlu disediakan untuk

penyelenggaraan Pemilu tahun 1977 lebih besar jumlahnya dari tahun 1975/1976.

Dalam usaha untuk memenuhi semua kebutuhan Pemerintah bagi penyelenggaraan
kegiatan rutin, maka penghematan dalam rangka pemupukan tabungan Pemerintah bagi
pembiayaan pembangunan tetap merupakan suatu keharusan. Tabungan Pemerintah vang
merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin telah dimulai sejak
tahun pertama REPELITA 1. Dalam tahun tersebut telah dapat diciptakan tabungan
Pemerintah sebesar Rp 27,2 milyar.

Pada tahun pertama REPELITA II jumlah tabungan Pemerintah telah mencapai Rp 737,6
milyar dan dalam tahun 1975/1976 diperkirakan akan mencapai Rp 1.029,8 milyar, suatu
kenatkan sebesar Rp 292,2 milyar. Dalam tahun anggaran 1976/1977 tabungan Pemerintah

diperkirakan sebesar Rp 1.202,9 milyar, yang berarti meningkat sebesar Rp 173,1 milyar
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atau 16,8 persen . dibandingkan dengan tabungan Pemerintah tahun 1975/1976. Hal ini

menunjukkan bahwa tekad untuk membangun dengan kekuatan sendiri tampak lebih jelas.

Namun pembangunan yang diusahakan memerlukan dana yang besar, sehingga bantuan
tuar negeri sebagai pelengkap dana pembangunan masih diperlukan. Perkembangan bantuan
luar negeri menunjukkan bahwa tingkat kenaikan bantuan proyek adalah lebih tinggi dan
bantuan program. Apabila di dalam permulaan tahun REPELITA I bantuan program masih
memperlihatkan jumlah yang besar, yaitu Rp 65,7 milyar, maka dalam tahun kedua
REPELITA II bantuan program menurun menjadi hanya Rp 30,2 milyar. Berbeda dengan
bantuan program, bantuan proyek dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Pada
awal REPELITA I bantuan proyek banl berjumlah Rp 25,3 milyar, sedangkan dalam tahun
kedua REPELITA II jumlah tersebut telah mencapai Rp 383 milyar, suatu peningkatan lebih
dari 15 kali.

Dalam pada itu, pengeluaran pembangunan semenjak tahun 1969/1970 hingga tahun
1975/1976 terus meningkat. Peningkatan vyang terbesar terjadi pada pengeluaran
pembangunan tahun-tahun 797217973 dan 1974/1975 yakni masing masing dengan 56,3
persen dan 127,4 persen. Dalam tahun 1975/1976 jumlah pengeluaran pembangunan adalah
sebesar Rp 1.050,0 milyar, yang berarti telah meningkat dengan 37,1 persen. Pengeluaran
pembangunan yang demikian besar itu, telah memungkinkan disalurkannya pembiayaan
pembangunan di berbagai sektor seperti perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi dan
pembuatan bendungan serta saluran, rehabilitasi dan penambahan tenaga listrik, fasilitas

angkutan dan telekomunikasi, maupun bantuan pembangunan kepada daerah.

Pada permulaan tahun 1969, bantuan pembangunan kepada desa berjumiah Rp 50.000,-
per desa. Bantuan tersebut meningkat menjadi Rp 100.000,- tiap desa selama REPELITA I
Pada permulaan REPELITA II dan tahun 1975/1976 jumlah bantuan meningkat berturut-
turut menjadi Rp 200.000,- dan Rp 300.000,tiap desa. Selanjutnya bantuan pembangunan
kabupaten meningkat dari Rp 50, per jiwa dalam tahun 1970/1971 menjadi Rp 400,- per jiwa
dalam tahun 1975/1976. Sementara itu bantuan pembangunan Dati-I meningkat dari rata-rata
setiap tabun Rp 20,7 milyar dalam REPELITA I menjadi Rp 47,4 milyar dan Rp 52,3 milyar
dalam tahun 1974/1975 dan 1975/1976. Jumlah minimumnyapun meningkat menjadi Rp 500
juta dan Rp 750 juta dalam tahun-tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, bantuan

pembangunan Sckolah Dasar dan bantuan pembangunan sarana Keschatan / Puskesmas terus
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meningkat terutama sejak tahun 1974/1975.

Dalam tahun 1976/1977 direncanakan pengeluaran pembangunan akan meningkat
sebesar 15,5 persen diatas tahun 1975/1976. Jumlah tersebut dipergunakan untuk
menyelesaikan berbagai proyek sesual pentahapan REPELITA vang pelaksanaannya
dilakukan oleh departemen dan lembaga-lembaga Pemerintah.

Begitu pula bantuan pembangunan kepada daerah ditingkatkan sesuai dengan

kemampuan penyediaan pembiayaan.

Meskipun jumlah bantuan desa secara keseluruhan untuk tahun 1976/1977 bertambah,
namun bantuan tiap desa tidak meningkat. Tambahan tersebut adalah untuk menampung
jumlah desa yang bertambah besar. Demikian pula halnya dengan bantuan kabupaten.
Walaupun jumlah keseluruhannya meningkat, tetapi bantuan per kapita adalah tetap sebesar
Rp 400,-. Kenaikan jumlah bantuan kabupaten disebabkan karena bertambahnya jumlah
penduduk. Bantuan pembangunan Dati-I juga bertambah, namun pertambahan tersebut
hanya disebabkan karena ditingkatkannya bantuan minimumaya dari Rp 750,- juta menjadi

Rp 1 milyar.

Dalam pada itu bantuan pembangunan Sekolah Dasar memerlukan pertambahan antara
lain untuk menampung kenaikan biaya pemeliharaan gedung dan pengadaan buku-buku
pelajaran/bacaan yang jumlahnya lebih besar dari tahun 1975/1976. Disamping itu dalam
tahun 1976/1977, juga disediakan dana untuk perbaikan SD swasta dan madrasah.
Meningkatnya bantuan pembangunan Sarana Kesehatan/Puskesmas antara lain disebabkan

karena bertambahnya biaya pengadaan obat-obatan.

Dalam rangka bantuan daerah, maka dalam tahun 1976/1977 direncanakan akan mulai
dilaksanakan bantuan pembangunan Inpres Pasar dan Inpres Penghijauan. Bantuan
pembangunan Inpres Pasar merupakan bantuan kepada daerah untuk pembangunan pasar
dalam rangka memberi kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha.
Sedang bantuan pembangunan Inpres Penghijauan dimaksudkan untuk membantu kabupaten
memelihara kelestarian tanah, mengatur tata-air, melindungi alam lingkungan dan

sebagainya.
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Sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam REPELITA II
usaha untuk meningkatkan produksi haruslah dibarengi dengan usaha meratakan penyebaran
hasil pembangunan serta usaha memperluas kesempatan kerja secara bersama dan seimbang.
Dalam hubungan ini, kegiatan banyak diarahkan pada masalah peningkatan perkembangan
ekonomi di daerah, pembagian pendapatan yang lebih merata terutama yang menyangkut

masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar berada di sektor pertanian.

Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pembangunan sektor-sektor lainnya, meningkatkan
pembangunan sektor pertanian merupakan usaha yang harus diutamakan. Pertimbangan lain
adalah bahwa perkembangan sektor tersebut erat hubungannya dengan produksi beras dan
bahan pangan lainnya, persediaan bahan mentah, penghasilan devisa negara serta sebagai
penunjang perkembangan sektor lainnya. pengalaman menunjukkan , bahwa beras telah
memainkan peranan penting dalam menegakkan dan memantapkan stabilisasi ckonomi. Oleh
sebab itu berbagai usaha telah dilakukan agar .produksi beras dan bahan pangan lainnya
terus meningkat. Irigasi direhabilitir dan dibangun baru, intensifikasi melalui Bimas dan
lomas terus dikembangkan, penggunaan bibit unggul yang tabhan terhadap hama penyakit
ditingkatkan. Melalui Bimas/lnmas petani berkesempatan menggunakan tehnologi baru
seperti penggunaan pupuk dan sistim bercocok tanam yang lebih berdaya-guna dan tepat-
guna. Disamping itu, usaha memperluas areal panen terus dilakukan batk melalui
peningkatan intensitas pertanaman, maupun dengan pembukaan tanah-tanah pasang surut
dan tanah-tanah kering untuk pembuatan sawah-sawah baru. Sejalan dengan itu, Pemerintah
juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi beras salah satu diantaranya
adalah faktorharga. Dalam hubungan ini untuk menjamin penerimaan yang layak bagi petani,
Pemerintah menetapkan harga dasar padi/gabah di desa, sedangkan perlindungan terhadap

konsumen dilakukan melalui penetapan harga tertinggi.

Dengan berbagai usaha seperti yang telah diketengahkan, produksi pertanian telah
bertambah dan pendapatan petanipun meningkat. Untuk menjaga kelangsungan perbaikan
taraf hidup petani, disamping usaha untuk terus meningkatkan produksi, maka peranan
BUUD/KUD lebih digiatkan. Oleh sebab itu BUUD/KUD diturui-sertakan dalam
penyuluhan pertanian, perkreditan, penyaluran saran asarana produksi, pengolahan dan
pemasaran hasil produksi. Sejalan dengan itu, BUUD/KUD juga diikut-sertakan dalam

pengadaan pangan baik dalam rangka menjamin harga dasar maupun untuk stock nasional.
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Dengan demikian terlihat jelas betapa pentingnya peranan BUUD/KUD. Yang lebih
penting lagi ialah tempat dan peranan BUUD/KUD dalam strategi jangka panjang, yang
akan menjamin perbaikan hidup dan kesejahteraan petani, pertumbuhan kemajuan desa di

seluruh tanah air, serta landasan pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Betapapun produksi telah meningkat dan pendapatan petani telah bertambah, namun
kelangsungannya tidak terjamin apabila tak disertai oleh usaha pemeliharaan kesuburan
tanah. Oleh sebab itu, masalah penghijauan sebagai usaha pokok untuk menyelamatkan

tanah dan air harus segera dilaksanakan.

Sejak pelaksanaan REPELITA [ sampai dengan REPELITA II sekarang ini telah banyak
usaha-usaha yang dilakukan untuk mengendalikan banjir. Telah banyak dibangun
bendungan-bendungan besar, diperbaiki tanggul-tanggul dan sebagainya. Tetapi semuanya
itu harus dibarengi dengan usaha untuk memelihara kehijauan buran-buran, lereng-lereng,
tanah-tanah gundul dan lain-lainnya. Tanpa usaha-usaha ini maka bahaya banjir yang

membawa malapetaka itu tidak akan dapat dihindarkan.

Karena kelalaian di masa lampau, dewasa ini seperlima dari wilayah daratan Indonesia
tanahnya berada dalam keadaan kurang terpelihara dan kurang dilakukan usaha untuk
memelihara kelestariannya. Dari kawasan-kawasan luas yang kurang terpelihara dan kurang
usaha memelihara kelestariannya itu, 20 juta hektar dalam keadaan kritis. Ini berarti, bahwa
tanah-tanah ini tidak lagi dapat ditanami secara produktip, tidak lagi mampu mengatur tat a-
air dan tidak menjamin perlindungan lingkungan. Apabila dibiarkan saja, maka liar tahun

luas tanah kritis ttu akan terus bertambah besar.

Demikian penting usaha untuk memelihara kelestarian tanah itu, sehingga tanah kritis
tersebut harus diselamatkan dan dikembalikan kesuburannya. Tujuannya adalah agar tanah
itu dapat digunakan oleh petani untuk bercocok tanam. Dengan demikian maka penghasilan
petanipun dapat makin diperbaiki. Disamping itu gerakan penghijauan juga penting artinya

untuk mempertahankan sumbersumber air dan sumber alam lainnya.

Karena itu usaha penghijaran harus merupakan gerakan besar-besaran, harus merupakan

gerakan nasional. harus dibangkitkan kembali kesadaran bahwa ada pertanggungan jawab

bersama untuk memelihara kelestarian tanah, baik untuk menjamin kebahagiaan rakyat yang




